BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil analisis peneliti terhadap permasalahan perlindungan anak jalanan

yang terpenuhi hak pendidikannya, disimpulkan bahwa:

1. Lokasi penelitian yang berada di Kota Bandung tepatnya di sekitar Stasiun
Kiara Condong, bahwasanya masyarakat secara umum sadar pendidikan
anak jalanan menjadi tanggung jawab Negara, yaitu Pemerintah dan
masyarakat berupaya untuk memenuhi hak anak mengakses pendidikan.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUPA, ditegaskan bahwa: “Setiap Anak
berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat
dan bakat.

Upaya pemerintah memenuhi pendidikan anak jalanan di Stasiun
Kiaracondong melalui Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan
menyelenggarakan pendidikan untuk anak jalanaN. Masyarakat pun turut
serta menyediakan pendidikan bagi anak jalanan, penyelenggaraan sekolah
anak jalanan dibawah penanggung jawab Yayasan Beribu di JI. Jembatan
Opat Nomor 1 Kiaracondong, Kel. Kebon Gedang. Yang berjalan dibantu
oleh para mahasiswa dari berbagai Universitas yang ada Bandung, seperti
UIN Sunan Gunung Jati, STIKES Dharma Huiada, UNPAD, UPI, PGTK
Yayasan Beribu, guru relawan dari Yayasan Beribu dan para masyarakat

lingkungan Kiaracongdong.

2. Sistem pemerintahan dengan desentralisasi menjadikan Kota Bandung

memilik otonomi khusus dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

81



Berdasarkan penelitian, peraturan secara spesifik yang dapat melindungi
pendidikan anak jalanan belum lah ada. Perda Kota Bandung hanya baru
sebatas mengatur perlindungan anak melalui Perda Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Belum adanya perda yang
mengatur secara spesifik, menurut peneliti menjadikan perlindungan

terhadap hak pendidikan anak tidaklah optimal.

Peneliti pun dalam studi kepustakaan menemukan kerancuan terhadap
definisi anak jalanan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 poin 23 Perda
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan
Dan Keindahan, bahwasanya: “Anak Jalanan adalah anak yang sebagian
besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa

berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.”

Keberadaan anak jalanan dianggap sebagai penganggu ketertiban umum.
Padahal adanya anak jalanan merupakan fenomena kehidupan zaman
industri, adanya keberadaan anak yang dibesarkan dengan terlantar. Anak
jalanan bukanlah penganggu, tetapi akibat dari penelataran keluarga,
penelataran lingkungan, dan penelataran pemerintah. Hal ini seharusnya
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah memenuhi kehidupan yang
layak dan menjadikan mereka produktif untuk menjadi manusia yang
berguna bagi Negara.

B. Saran

Ada beberapa masukan yang peneliti akan jabarkan berdasarkan
permasalahan perlindungan pendidikan anak di Kota Bandung, antara lain:

1. Pemenuhan pendidikan terhadap anak jalanan haruslah menjadi tanggung
jawab Negara, yaitu Pemerintah dan Masyarakat. Pendidikan yang

dienyam-pun sudah sepatutnya merupakan pendidikan formal dan berijazah
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sebagai bukti legalitas pendidikan yang ditempuh. Pendidikan terhadap
anak jalanan merupakan fenomena kehidupan perkotaan yang tingkat
individualis tinggi dan minimnya lapangan pekerjaan. Hal ini tentunya
membuat anak-anak yang terlantar, akan menghabiskan waktunya di
jalanan. Berbeda dengan di pedesaan yang menjadikan orang dapat mencari
mata pencaharian dengan bertani, beternak, dan kegiatan lainnya yang lebih
produktif. Tetapi di perkotaan sudah sepatutnya dicarikan solusi bagaimana
anak jalanan tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya tanpa perlu mencari

uang ke jalanan.

. Sistem otonomi daerah menjadikan pemerintahan Kota/Kabupaten
memiliki inisiatif terhadap peraturan hukum yang dibuatnya. Seharusnya
DPRD Kota Bandung membuat Perda yang komprehensif mengenai
perlindungan anak terlantar dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana
membuat aturan pelaksananya melalui Peraturan Walikota mengenai anak
terlantar. Definisi anak jalanan sebagai penganggu ketertiban umum pun
sangat tidak tepat, karena bagaimanapun anak merupakan insan manusia
yang harus dilindungi. Karena manusia sebelum mencapai usia 18 (delapan
belas) tahun memiliki pola pikir yang belum matang, yang seharusnya tidak
di diskreditkan, tetapi dilindungi pendidikannya agar dapat tumbuh

kembang secara optimal.
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